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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  

 

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) hingga 

saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersumber dari hukum 

materiil ataupun kendala yang bersifat hukum formil, yaitu hambatan atau kendala 

yang  dihadapi oleh penyidik. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) 

Bagaimana penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate 

speech) oleh Kepolisian Republik Indonesia?, (2) bagaimana penegakan hukum 

pada pelaku ujaran kebencian di media sosial? Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. faktor hukum; 

faktor penegak hukum, meliput keterbatasan kualitas dan kuantitas penyidik; faktor 

sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan sarana yang mendukung penyidikan tindak 

pidana ujaran kebencian melalui media sosial facebook; faktor masyarakat, 

meliputi adanya ketidaksukaan terhadap pemerintahan dan kebencian terhadap 

etnis tertentu; dan faktor budaya, meliputi multikulturalisme dalam masyarakat 

Indonesia, kurangnya partisipasi aktif  dari masyarakat dalam mencegah tindak 

pidana ujaran kebencian (hate speech), serta kurangnya kesadaran masyarakat 

untuk saling menghargai diantara Suku, Agama dan Ras. 
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